
BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO 
NOM OR26 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2021 
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI POHUWATO,

M enim bang : a. bahw a berdasarkan  ke ten tuan  Pasal 343 ayat (1) h u ru f  a,

Peratu ran  M enteri Dalam Negeri Nomor 86 T ahun  2017 

ten tang  Tata cara  perencanaan , pengendalian dan  evaluasi 

pem bangunan daerah , ta ta  cara  evaluasi rancangan  

p e ra tu ran  daerah  ten tang  rencana  pem bangunan jangka 

panjang daerah  dan  rencana pem bangunan jangka 

m enengah daerah , serta  ta ta  cara  perubahan  rencana 

pem bangunan jangka pan jang  daerah , rencana 

pem bangunan  jangka m enengah daerah , dan  rencana keija 

pem erintah daerah , Perubahan  RKPD d ap a t d ilakukan 

apabila berdasarkan  hasil evaluasi pelaksanaannya dalam  

tah u n  berjalan m enun jukkan  adanya ketidaksesuaian  

dengan perkem bangan keadaan  Perkem bangan yang tidak 

sesuai dengan asum si prioritas pem bangunan D aerah, 

kerangka ekonomi D aerah dan  keuangan D aerah, rencana 

program  dan  kegiatan RKPD yang berkenaan; 

b. bahw a berdasarkan  pertim bangan sebagaim ana d im aksud 

pada h u ru f  a, perlu  m enetapkan Peratu ran  B upati ten tang  

P erubahan  a ta s  P eratu ran  B upati Nomor 30 T ahun  2021 

ten tang  Rencana Keija Pem erintah D aerah K abupaten 

Pohuwato T ahun  2022.
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BUPATI POHUWATO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN BUPATI POHUWATO 
NOMOR 26 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2021 

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI POHUWATO, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) huruf a, 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi 

pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan 

peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka 

panjang daerah dan rencana pembangunan jangka 

menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana 

pembangunan jangka panjang daerah, rencana 

pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja 

pemerintah daerah, Perubahan RKPD dapat dilakukan 

apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam 

tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian 

dengan perkembangan keadaan Perkembangan yang tidak 

sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, 

kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana 

program dan kegiatan RKPD yang berkenaan, 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 

Pohuwato Tahun 2022. 
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M engingat : 1. U ndang-U ndang Nomor 38 T ahun  2000 ten tan g  Pem ben tukan  

Provinsi G orontalo (Lem baran Negara Republik Indonesia  

T ahun  2000 Nomor 258, T am bahan  Lem baran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 4060);

2. U ndang-U ndang Nomor 6 T ahun  2003 ten tang  Pem ben tukan  

K abupaten  Bone Bolango dan  K abupaten  Pohuw ato Di 

Provinsi G orontalo (Lem baran Negara Republik Indonesia  

T ahun  2003 Nomor 26, T am bahan  Lem baran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 4269);

3. U ndang-U ndang Nomor 17 T ahun  2003 ten tan g  K euangan 

Negara (Lem baran Negara Republik Indonesia T ahun  2003 

Nomor 47, T am bahan  L em baran Negara Republik Indonesia  

Nomor 4286);

4. U ndang-U ndang Nomor 25 T ahun  2004 ten tan g  Sistem  

P erencanaan  P em bangunan  Nasional (Lem baran Negara 

Republik Indonesia  T ahun  2004 Nomor 104, T am bahan  

Lem baran Negara Republik Indonesia  Nomor 4421);

5. U ndang-U ndang Nomor 12 T ahun  2011 ten tang  

P em ben tukan  P e ra tu ran  P erundang -undangan  (Lem baran 

Negara Republik Indonesia  T ahun  2011 Nomor 82, 

T am bahan  Lem baran Negara Republik Indonesia  Nomor 

5234) sebagaim ana  telah  d iubah  beberapa kali te rak h ir 

dengan U ndang-U ndang Nomor 13 T ahun  2022 ten tan g  

P erubahan  kedua  Atas U ndang- U ndang Nomor 12 T ahun  

2011 ten tan g  Pem ben tukan  P e ra tu ran  P erundang-undangan  

(Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  2022 Nomor 

143, T am bahan  Lem baran Negara Republik Indonesia  Nomor 

6801);

6. U ndang-U ndang Nomor 23 T ahun  2014 ten tan g  Pem erin tahan  

D aerah  (Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  2014 

Nomor 244, T am bahan  Lem baran Negara Republik Indonesia  

Nomor 5587) sebagaim ana te lah  d iu b ah  beberapa  kali te rak h ir 

dengan  U ndang-U ndang Nomor 11 T ahun  2020 ten tan g  C ipta 

Kerja (Lem baran Negara Republik Indonesia T ahun  2020 

Nomor 245, T am bahan  Lem baran Negara Republik Indonesia  

Nomor 6573);
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Mengingat 2, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4060), 

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato Di 

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4269), 

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286), 

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), 

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6801), 

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573), 
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7. P e ra tu ran  Pem erin tah  Nomor 20 T ahun  2004 ten tan g  R encana 

Kerja Pem erin tah  (Lem baran Negara Republik Indonesia  

T ah u n  2004 Nomor 45, T am bahan  Lem baran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 4385);

8. P era tu ran  Pem erin tah  Nomor 8 T ahun  2008 ten tan g  

T ahapan , T ata  C ara P enyusunan , Pengendalian D an E valuasi 

P e laksanaan  R encana Pem bangunan  D aerah (Lem baran 

Negara Republik Indonesia  T ahun  2008 Nomor 21, T am bahan  

Lem baran Negara Republik Indonesia  Nomor 4817);

9. P e ra tu ran  M enteri Dalam  Negeri Nomor 80 T ahun  2015 

ten tan g  P em ben tukan  P roduk H ukum  D aerah (Berita Negara 

Republik Indonesia  T ahun  2015 Nomor 2036), sebagaim ana 

te lah  d iubah  dengan P era tu ran  M enteri Dalam  Negeri Nomor 

120 T ahun  2018 (Berita Negara Republik Indonesia  T ahun  

2018 Nomor 157);

10. P e ra tu ran  M enteri Dalam  Negeri Nomor 86 T ahun  2017 

ten tan g  T ata  C ara Perencanaan , Pengendalian dan  Evaluasi 

P em bangunan  D aerah, T ata  C ara Evaluasi R ancangan 

P e ra tu ran  D aerah T entang R encana Pem bangunan  Ja n g k a  

Panjang D aerah Dan R encana Pem bangunan  Ja n g k a  

M enengah D aerah S erta  T ata  C ara P erubahan  R encana 

Pem bangunan  Ja n g k a  Panjang D aerah, R encana 

Pem bangunan  Ja n g k a  M enengah D aerah Dan R encana Keija 

Pem erin tah  D aerah (Berita Negara Republik Indonesia  T ahun  

2017 Nomor 1312);

11. P e ra tu ran  M enteri Dalam  Negeri Nomor 81 T ahun  2022 

ten tan g  Pedom an P enyusunan  R encana Kerja Pem erintah 

D aerah  T ahun  2023 (Berita Negara Republik Indonesia  T ahun  

2022 Nomor 590);

12. P e ra tu ran  D aerah K abupaten  Pohuw ato Nomor 1 T ahun  2011 

ten tan g  R encana Pem bangunan  Ja n g k a  Panjang D aerah 

K abupaten  Pohuw ato T ahun  2009-2025 (Lem baran D aerah 

K abupaten  Pohuw ato T ahun  2011 Nomor 117, T am bahan  

L em baran D aerah  K abupaten  Pohuw ato Nomor 105);

13. P e ra tu ran  D aerah K abupaten  Pohuw ato Nomor 8 T ahun  2012 

ten tan g  R encana T ata  R uang W ilayah K abupaten  Pohuw ato 

T ahun  2009-2032);
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Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4385), 

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 157), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1312), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 590), 

Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2011 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Pohuwato Tahun 2009-2025 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pohuwato Tahun 2011 Nomor 117, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 105), 

Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2012 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pohuwato 

Tahun 2009-2032),   
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14. P e ra tu ran  D aerah K abupaten  Pohuw ato Nomor 4 T ahun  2021 

ten tan g  R encana P em bangunan  Ja n g k a  M enengah D aerah 

(RPJMD) K abupaten  Pohuw ato T ahun  2021-2026 (Lem baran 

D aerah  K abupaten  Pohuw ato T ahun  2016 Nomor 235, 

T am bahan  Lem baran D aerah K abupaten  Pohuw ato Nomor 

199).

MEMUTUSKAN :

M enetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 

2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2022

Pasal I

B eberapa k e ten tu an  dalam  P era tu ran  B upati Nomor 30 T ahun  2021 ten tan g  

R encana Keija Pem erin tah  D aerah  K abupaten  Pohuw ato T ahun  2022 (Berita 

D aerah K abupaten  Pohuw ato T ahun  2021 Nomor 33, T am bahan  B erita D aerah 

K abupaten  Pohuw ato Nomor 1), d iubah  sebagai b e r ik u t :

1. K eten tuan  Pasal 3 ayat (1) d iu b ah  sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai 

beriku t :

Pasal 3

(1) S istem atika RKPD adalah  :

Bab I P en d ah u lu an  :

Bab II Hasil Evaluasi R encana P em bangunan  D aerah Triw ulan II; 

Bab III K erangka ekonom i daerah  dan  k euangan  daerah ;

Bab IV S asa ran  dan  p rio ritas pem bangunan  daerah;

Bab V R encana ke ija  dan  p e n d an a an  daerah ;

Bab VI Penutup .

(2) RKPD sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1) te rcan tu m  pad a  Lam piran 

d an  m eru p ak an  bagian  tak  te rp isah k an  dari P era tu ran  ini.

2 . K eten tuan  Lam piran P e ra tu ran  B upati Pohuw ato Nomor 30 T ahun  2021 

T entang R encana Kerja Pem erin tah  D aerah K abupaten  Pohuw ato T ahun  

2022 (Berita D aerah K abupaten  Pohuw ato T ahun  2021 Nomor 33, 

T am bahan  Berita D aerah K abupaten Pohuw ato Nomor 1) d iubah  

sebagaim ana te rcan tu m  dalam  Lam piran yang m erupakan  bagian  tidak  

te rp isah k an  dari P e ra tu ran  B upati ini.
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14. 

Menetapkan : 

Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 4 Tahun 2021 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Pohuwato Tahun 2021-2026 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 235, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 

199). 

MEMUTUSKAN : 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 

2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2022 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2022 (Berita 

Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Berita Daerah 

Kabupaten Pohuwato Nomor 1), diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai 

berikut : 

(1) 

(2) 

Pasal 3 

Sistematika RKPD adalah : 

Bab I 

Bab II 

Bab III 

Bab IV 

Bab V 

Bab VI 

Pendahuluan : 

Hasil Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Triwulan II, 

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, 

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, 

Rencana kerja dan pendanaan daerah, 

Penutup. 

RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran 

dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini. 

2. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 30 Tahun 2021 

Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 

2022 (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2021 Nomor 33, 

Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1) diubah 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal II

P e ra tu ran  ini m ulai berlaku  p ad a  tanggal d iundangkan .

Agar setiap  orang m engetahuinya, m em erin tahkan  p e ru ndangan  P era tu ran  

B upati ini dengan penem patannya  dalam  B erita D aerah K abupaten  Pohuw ato .

D itetapkan  di M arisa
p ad a  tanggal, 2 A g u s tu s  2022

D iundangkan  di M arisa
pad a  tanggal, 2 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2022 NOMOR ..26

Pasal II 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato . 

Ditetapkan di Marisa 

pada tanggal, 2 Agustus 2022 

BUPATI POHUWATO, 

AIPUL A. MBUINGA 

Diundangkan di Marisa 

pada tanggal, 2 Agustus 2022 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO, 

ISKANDAR DATAU 

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2022 NOMOR ..26 
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